1.

TANAH LAUT

Nama Unit Pelayanan :
Jenis Pelayanan

NOMOR

: 100.3.3.5/ ]ﬂ
TANGGAL

é, Magdt 206724

-KUM /2026

Bagian Umum
Pelayanan Survei Kepuasan Masyarakat

SERVICE DELIVERY
STANDAR PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH

Jenis Pelayanaﬁ

Pel_ayanan Surat Masuk

No.| KOMPONEN [ URAIAN
(SERVICE DELIVERY)
1. | Persyaratan Masyarakat yang Melakukan Kegiatan Administrasi di
Pelayanan Lingkup Sekretariat Daerah
2. | Sistem, 1. | Membuat Link Google Form Survey Kepuasan
mekanisme dan Masyarakat
prosedur 2. | Membuat Daftar Jumlah Respoden yg diperlukan
3. | Membagikan Link Google Form kepada masyarakat
yang menerima layanan di Kantor Sekretariat
Daerah
4. | Membuat Rekap Hasil SKM dari Google Form
5. | Mengolah Data Hasil SKM yang diperoleh
6. | Membuat Laporan SKM per Triwulan
7. | Menyampaikan Kepada Pimpinan Draft Laporan
SKM
8. | Setelah dikoreksi Pimpinan akan dilakukan
perbaikan
9. | Publikasi Laporan SKM
10. | Monitoring dan Evaluasi Laporan SKM
3. |Jangka Waktu |1 hari kerja
Pelayanan
4, | Biaya / Tarif Gratis / Tidak ada pungutan liar
5. | Produk Laporan SKM Per Triwulan
Pelayanan
6. | Penanganan Melalui :
Pengaduan, a. | Telp./Faks. (0512) 21300
saran, dan Web. setda.tanahlautkab.go.id / E-Lapor
masukan Kunjungan langsung

b.
.
d.

Email: tupsak.tanahlautkab@gmail.com

No.| KOMPONEN | URAIAN
(SERVICE DELIVERY)
1. | Persyaratan Surat Masuk dari SKPD lain, Instansi Vertikal dan Pihak
Lainnya
2. | Sistem, 1. | Menerima Surat Masuk dari SKPD Lain, Instansi Vertikal
mekanisme dan Pihak Lainnya
dan prosedur | 2. | Mencatat di Kartu Kendali Surat Masuk
3. | Mensortir dan Memverifikasi Tujuan Surat Masuk
4. | Pemberian Lembar Disposisi Pimpinan
5. | Disposisi Pimpinan
6. | Distribusi surat sesuai Disposisi Pimpinan
3. | Jangka Waktu | 1 (Satu) hari kerja
Pelayanan
4. | Biaya / Tarif Gratis
5. | Produk Fasilitasi Administrasi Tata Usaha
Pelayanan
6. | Penanganan Melalui :
Pengaduan, a. | Telp./Faks. (0512) 21300
saran, dan | b. | Web. setda.tanahlautkab.go.id / E-Lapor
masukan c. | Kunjungan langsung
d. | Email: tupsak.tanahlautkab@gmail.com
No.| KOMPONEN URAIAN
(MANUFACTURING)
1. | Dasar Hukum | 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023
tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah
Daerah.
2. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5
Tahun 2025 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Arsip
Nasional Republik Indonesia.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2024
tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian
Dalam Negeri.
4. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 170 Tahun 2020
tentang Pedoman Pengelolaan Tata Naskah Dinas Elektronik
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
5. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 42 Tahun 2025 tentang

Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Tanah Laut.

2. | Sarana, 1. Ruang Pelayanan
prasarana, 2. Meja dan Kursi
dan/atau 3. Alat tulis kantor (ATK) |
| fasilitas 4, Kartu kendali Surat Masuk
\ 5. Lembar Disposisi |
| 6. Komputer dan Scanner
7. Area Parkir
8. Kursi Tamu |
9. Pendingin Ruangan (AC) ‘
10. Jaringan Internet
3. |Kompetensi | 1. SLTA, D3, S1
| Pelaksana 2. Menguasai pengoperasian komputer
4. | Pengawasan Pengawasan dilakukan secara beljenjang" HEF_EE;&%EE
internal Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian, Kepala
Bagian Umum, das Asisten Administrasi Umum
5. | Jumlah 3 (Tiga) Orang
| pelaksana
6. | Jaminan Memberikan pelayanan yang mudah, tepat waktu, dan |
pelayanan transparan.
7. | Jaminan - Dokumen dijamin keabsahannya I
keamanan dan | - Ruang Tunggu dijamin kenyamanannya
keselamatan - Tempat parkir yang luas dan aman .
pelayanan - ’
8. | Evaluasi Dilakukan secara berkala melalui monitoring pelaksanaan |
Kinerja kegiatan. |
Pelaksana |
3. Nama Unit Pelayanan : Bagian Umum
Jenis Pelayanan : Pelayanan Surat Keluar
No.| KOMPONEN | URAIAN
~ (SERVICE DELIVERY)
1. | Persyaratan Surat Keluar dari Instansi lain dan Bagian
2. | Sistem, 1. [ Pembuatan Draft Surat Keluar
mekanisme 2. | Proses Paraf Pimpinan di draft surat
dan prosedur | 3. | Proses tanda tangan l?impinan surat keluar
4. | Pemberian Nomor Surat Keluar
5. | Mencatat di Kartu Kendali Surat Keluar
6. | Surat diserahkan ke pengirim Surat
3. |Jangka Waktu | 1 (Satu) hari kerja
Pelayanan
[ 4. | Biaya / Tarif Gratis o
5. | Produk Fasilitasi Administrasi Tata Usaha
| Pelayanan
| 6. | Penanganan Melalui :
Pengaduan, a. | Telp./Faks. (0512) 21300 - |
saran, dan Web. setda.tanahlautkab.go.id / E-Lapor
masukan Kunjungan langsung

oo

Email: tupsak.tanahlau tkab@gmail.com




TANAH LAUT

SERVICE DELIVERY
STANDAR PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH

5. Nama Unit Pelayanan :
Jenis Pelayanan :

Bagian Umum
Standar Pelayanan Pemanfaatan Gedung Aula
Balairung, Sarantang-Saruntung, Aula Barakat dan

4. Nama Unit Pelayanan :
Jenis Pelayanan

Bagian Umum

Standar Pelayanan Perawatan Kendaraan Dinas

7. Nama Unit Pelayanan : Bagian Umum

s LN Jenis Pelayanan Standar Pelayanan Pemeliharaan dan Perbaikan
No.| KOMPONEN | URAIAN NO| KOMPONEN | URAIAN Ba Gedung
- (SERVICE DELIVERY) (SERVICE DELIVERY) ngunan

1. | Persyaratan Surat permohonan dari unit kerja 1 | Persyaratan Surat Permohonan : 6. Nama Unit Pelayanan : Bagian Umum No.| KOMPONEN | URAIAN

2. | Sistem, 1. Unit Bagian mengajukan surat permohonan servis Jenis Pelayanan : Standar Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan (SERVICE DELIVERY)
mekanisme dan 2. Petugas melakukan pengecekan 1. Gedung Aula Balairung . Roda 2,3,4, dan 8. 1. | Persyaratan Surat Permohonan Pemeliharaan/ Perbaikan Gedung/Nota
prosedur 3. a. Petugas menyerahkan buku servis (Kendaraan Godung fila Belaing babde  deel. desckeatieon Dinas/Telaahan Staf

B g 4 i = 1 ke apabila adanya persetujuan Bupati Tanah Laut. No.| KOMPONEN | URAIAN 2. | Sistem, 1. | Mengajukan Surat Permohonan
- s et el . 2. Gedung Aula Sarantang-Saruntung T e |$£thNEICE DEKH . dElW} 5 PR mekanisme 2. | Pimpinan Mendisposisi Surat
b. Petugas menyerahkan kartu pengant.ar: Servis a. Gedung Aula Sarantang-Saruntung hanya dapat ; rsyaratan urat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor a 2,3,4 dan T p—— e T
dekati berakh berlak p 3 9
(Kendaraan dinas dengan umur pemakaian > 1 : : . . yang mendekati berakhirnya masa berlaku 3
Teh dimanfaatkan apabila adanya persetujuan Bupati| 5T §igem. 1. | Pengguna/Pemakai mengajukan pajak  Kendaraan 4. | Analisa Kebutuhan Anggaran
T ba un) TR e S Tanah Laut/Wakil Bupati Tanah Laut/Sekretaris o s T Berrnotor Boda 8.8.4 danie 5. | Perbaikan Secara Kerja Sama dengan Pihak Lain
it R S - AR 5 R A i e Daerah Tanah Laut dan prosedur 2. | Petugas melakukan pengecekan kelengkapan untuk 3. |J
; : i . . | Jangka waktu | Tentatif sesuai tingkat urgensitas
bekerjasama untuk mendapatkan layanan servis b. Gedung Aula Sarantang-Saruntung dapat pembayaran pajak Kendaraan Bermotor Roda 2,3,4 dan 6 pela%-'kanan £
5. a. Unit bagian menyerahkan kembali buku servis dimanfaatkan pada hari kerja dan hari libur oleh 3. | Petugas melaksanakan pembayaran pajak Kendaraan 4. | Biaya/tarif Sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
setelah menyelesaikan layanan di bengkel Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Lingkup Bermotor Roda 233,4 dan 6 i : 5. | Produk Dokumentasi Pemeliharaan, Perbaikan Gedung
b. Unit bagian menyerahkan salinan kartu pengantar Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dan Organisasi 4. z;;noholr; mer?e]r{lma kembali STNK yang telah selesai pelayanan
= servis setelah menyelesaikan layanan di bengkel Wanita, selain tersebut hanya dapat dimanfaatkan T ;iﬁsur;ii‘:ﬁ j?ankaa ki 5OF Siandsr Operasionnl 6. | Penanganan | Pengaduan dapat disampaikan secara langsung, atau melalui

3. |Jangka waktu|Minimal 1 hari kerja, menyesuaikan dengan kondisi pada hari libur. " Prosedur] UPPD SAMSAT pengaduan, email : bagianumum1 23@gmail.com
pelayanan kendaraan yang diservis. 3. Aula Barakat 2. | Biaya/tarif Gratis saran dan

4. | Biaya/tarif Gratis a. Gedung Aula Barakat hanya dapat dimanfaatkan | "5 [produk 1. Formulir Pengajuan masukan |

5. | Produk 1. Jasa Servis apabila adanya persetujuan Bupati Tanah Laut/Wakil pelayanan 2. Notice Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2,3,4, dan 6. No.| KOMPONEN | URAIAN
pelayanan 2. Kartu Pengantar Servis. Bupati Tanah Laut/Sekretaris Daerah Tanah Laut. 6. | Penanganan Pengaduan dapat disampaikan secara langsung, atau melalui (MANUFACTURING) 2

6. Pcnanganan Pengﬂduan dapat dlsampalkan secara [angsung' atau melalui b. Aula Barakat dapal dimanfaatkan oleh Satuan K.CIjEI. pengaduan,d email : bagianumum 123@gmail.com 1. | Dasar Hukum 1 12 PeraturalgiedMentenP Dals;.rrll NﬂgBﬁﬂ NO[];{C!][’Ikl]g) Tah}';m 2016

il : bagian i Perangkat Daerah (SKPD] Lingku Pemerintah saran an tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
pengadisn, el s b L K ( ) i i 3 ak masukan 2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran tahun berjalan.
saran dan abupaten Tanah Laut, Organisasi, Masyarakat Umum :
masukan pada hari kerja dan hari libur. No.| EOMVONEN URATAR 2. | Sarana, 1. Ruang kerja.
No.| KOMPONEN URAIAN 4. Gedung Aula Rakat Manuntung | 7T e B e e T T i Ll Y
. . 4 an/atau . ikasi pengolahan data.
(MANUFACTURING) a. G'cdung Aula Raka_ t Manuntung h.an}' a dapa! tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. fasil{tas 4. Fopnnat fgnr%ular Pemeliharaan dan Perbaikan Bangunan
1. | Dasar Hukum 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 dimanfaatkan apabila adgnya persetyjuan Bupati 2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran tahun berjalan. Gedung.
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Tanah Laut/Wakil Bupati Tanah Laut/Sekretaris 2. | Sarana, 1. Komputer/laptop. 5. Jaringan internet.
2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Berjalan. Daerah Tanah Laut. y grasar?ana, g g:gﬁaslﬁiigﬂﬁ iaeat: Hasticiitc 6. Peralatan untuk Perbaikan Bangunan Gedung.

2. | Sarana, 1. Komputer/laptop. b. Gedung Aula Rakat Manuntugg da}[;)at ]cgglr:l}anggatkan faa;illjlf ; Su i dnt rfsnsportasi éiarat;' " - 3. | Kompetensi 1. Memahami regulasi terkait Pemeliharaan dan Perbaikan |
prasarana, 2. Aplikasi pengolah dokumen dan data. i s-atuin ]‘fg%& Pe: angk?t ieraLa {? OJ Ingkup 3. | Kompetensi 1. Memahami regulasi terkait perawatan kendaraan dinas. Pelaksana Bangunan Gedung. :
dan/atau 3. Jaringan internet. Pemerinta abupaten Tanah ut, Organisasi, Pelalchanil 2. Mampu melakukan koordinasi lintas perangkat daerah. 2. Mampu melakukan koordinasi lintas perangkat daerah. |
fasilitas Masyarakat Umum pada hari kerja dan hari libur. 4. | Pengawasan Dilakukan oleh Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah 4, Penga:rlasan Dll?kiukan oleh Kesaia B:ngn Un:lurél S;lu-et,slul-:lat Dae;ah

. | Kom nsi Memahami regulasi terkait perawatan kendaraan dinas. i : T Internal melalui monitoring dan evaluasi terhadap pemeliharaan Intern melalui monitoring dan evaluasi terhadap Pemeliharaan dan

2 pglal[::atf‘as ce S R 2 Slsmm! 1. Mcnga:]Ukan Surat Permlohunan I}'Elng di tujukan kepad‘a kendaraan dinas Kendaraan Bermotor Roda 2,3,4 dan 6 Perbaikan Bangunan Gedung.

: : : mekanisme dan Bupati Tanah Laut/Wakil Bupati Tanah Laut/ Sekretaris 5. | Jumlah Disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan dan pemangku 5. | Jumlah Minimal 3-5 orang dalam tim evaluasi jabatan

4. | Pengawasan Dilakukan oleh Kepala Bagian Um_um Sekretariat Daerah prosedur Daerah Kab. T b Lot i kepegawaian setiap perangkat daerah Beliienii

e E’elz]ui mgni'!m‘ing e feyalia EREEER [ SErRaes 2. Pimpinan Mendisposisi Surat 6. | Jaminan Pelayanan ~ dilaksanakan secara transparan, akuntabel, 6. | Jaminan Disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan dan pemangku
COGRFAATY GINA8 e : ; Pelayanan profesional, dan sesuai dengan ketentuan peraturan Pelayanan kepegawaian setiap perangkat daerah.

5. | Jumlah Disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan 3. Pengcl::e.kan Jadwal Pemakaian ' perundang-undangan. : : = | Jamioen Pelayanan dilaksanakan secara transparan, akuntabel,

|| Pelaksana 4. Pemberitahuan kepada Pemohon 7. | Jaminan Dokumen dan data gani:lmampalkan oleh ﬂ?rangkke;t d:erah Keamanan dan | profesional, dan sesuai dengan ketentuan peraturan

6. | Jaminan Pelayanan dilaksanakan secara transparan, akuntabel, 5. Koordinasi terkait penggunaan dan pemasangan interior ﬁ:*:;‘;i?:a :Sm ﬂﬁ?ﬁi ki‘;aplz-’:z:ag’;n 8;11;:3131;?;“)';;32?{ a;gu;’-e; el?h ai;l;;z Keselamatan | perundang-undangan.

Pelayanan profesional, dan sesuai dengan ketentuan peraturan pada aula/gedung . Pelayanan
§ - A : - Pel an terhadap kendaraan dinas. : . .
perundang-undangan. - 3 | Jangka waktu Maksimal 3 (tiga) hari kerja 8. Ev:Jiﬂansi Dilakuk';n secara berkala melalui monitoring pelaksanaan 8. Ef’alu_ﬂm D.-:l)kumen dan _data yang disampaikan oleh pgrangkat daerah

7. | Jaminan Dokumen dan data yang disampaikan oleh perangkat daerah pelayanan Kinerja kegiatan dan laporan pemeliharaan kendaraan dinas setiap Kinerja dijaga kerahasiaan dan keamanannya serta digunakan hanya
Keamanan dan | dijaga kerahasiaan dan keamanannya serta digunakan hanya || 4 | Biaya/tarif Gratis. Pelaksana triwulan. Pelaksana untuk kepentingan penyusunan kebijakan pemeliharaan
Keselamatan untuk kepentingan penyusunan kebijakan pemeliharaan || 5 |Produk pelayanan | Surat Rekomendasi Permohonan Pemanfaatan Tempat terhadap Bangunan Gedung. J
Pelayanan terhadap kendaraan dinas. | Aula/Gedung

8. | Evaluasi Dilakukan secara berkala melalui monitoring pelaksanaan || 6 |Penanganan Pengaduan dapat disampaikan secara langsung, atau
Kinerja kegiatan dan laporan pemeliharaan kendaraan dinas setiap pengaduan, saran | melalui website : https:/ /setda.tanahlautkab.go.id
Pelaksana triwulan. dan masukan




8.

Nama Unit Pelayanan :
Jenis Pelayanan

TANAH LAUT

Bagian Pemerintahan
Pelayanan Fasilitasi Administrasi Pemerintahan
(Otonomi Daerah dan Administrasi Kewilayahan)

No.| KOMPONEN | URAIAN
(SERVICE DELIVERY)
1. | Persyaratan Surat Permohonan Fasilitasi Administrasi Pemerintahan
2. | Sistem, 1. | Pencatatan surat masuk
mekanisme 2. | Pengecekan surat
dan prosedur | 3. | Disposisi pimpinan
4. | Koordinasi, Penjadwalan dan tindak lanjut
5. | Pemberitahuan kepada pemohon
6. | Pelaksanaan fasilitasi
3. |Jangka Waktu | 1. | Fasilitasi Administrasi dan Koordinasi (1 hari kerja)
Pelayanan 2. | Fasilitasi Otonomi daerah (3 Bulan hari kerja)
3. | Fasilitasi Adminitrasi Kewilayahan (1 minggu hari kerja
s.d 1 bulan hari kerja) / sesuai arahan pimpinan
4. | Fasilitasi Administrasi Pemerintahan (1 hari kerja s.d 1
minggu hari kerja)
4. | Biaya / Tarif Gratis
5. | Produk Fasilitasi Administrasi Pemerintahan (Otonomi Daerah dan
Pelayanan Administrasi Kewilayahan)
6. | Penanganan Melalui :
Pengaduan, 1. Telp./Faks. (0512) 21300
saran, dan 2. Web. setda.tanahlautkab.go.id / E-Lapor
masukan 3. Kunjungan langsung -
4. Email: talatapem@gmail.com
No. | KOMPONEN URAIAN
(MANUFACTURING)

Dasar Hukum

10.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi
Geospasial (UUIG)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik.

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah

Undang-undang (UU) Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu
Pelayanan Aparatur Pemerintah kepada Masyarakat
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor Per/20/M.PAN /2006 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Playanan Publik.

Peraturan Menteri Negara Pendayaguna Aparatur Negara
No 13 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pangkatan Kualitas
Pelayanan Publik dengan Partisipasi Masyarakat.
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 tahun 2016
Tentang Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap
Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Peraturan Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penegasan Batas Daerah

SERVICE DELIVERY

STANDAR PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH

11. Peraturan Daerah kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun
2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 7. | Jaminan Terjamin kerahasiaan 2. | Sarana, 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun
Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Keamanan dan | - Terjamin keabsahan dokumen Prasarana dan 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Keselamatan Fasilitas 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
Tanah Laut Nomor 25) Pelayanan 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
12. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 46 Tahun 2011| g™ TEyaluasi Dilakukan secara berkala melalui monitoring pelaksanaan Keuangan Daerah.
Tentang Pedoman Penyenggaraan Pelayanan Publik di Kinerja kegiatan. 3. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 79 Tahun 2023
F Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut. Pelaksana Tentang Tatata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Dan
13. Peraturan Bupai Tanah Laut Nc:ml:lr_ 53 tahun 2010 Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta
tentang Kedudukan,susunan Orgnisasi, serta Tugas dan Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang
fungsi serta tata kerja Sekretariat Daerah kabupaten| 10, Nama Unit Pelayanan Bagian Kesejahteraan Rakyat bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Tanah Laut Jenis Pelayanan Pelayanan Fasilitasi Pengusulan Dana Hibah (APBD) Kabupaten Tanah Laut.
14. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 64 Tahun 2010 3. | Kompetensi 1. SLTA, S1
tentang Uraian Tugas Sekretariat Daerah Kabupaten| No,| KOMPONEN | URAIAN Pelaksana 2. Menguasai pengoperasian komputer
Tanah Laut; (SERVICE DELIVERY) 4. | Pengawas Pengawasan Langsung Oleh KPA/Kabag Kesra
2. | Sarana, 1. Ruang Pelayanan/Ruang Kerja 1. | Persyaratan 1. Surat Permohonan Hibah kepada Bupati Tanah Laut Internal
Prasarana, 2. Alat Kerja 2. Proposal - 5. | Jumlah 5 (Lima) orang
dan/atau 2. | Sistem, 1. Pengajuan proposal dana hibah kepada Bupati Tanah Laut Pelaksana
Fasilitas mekanisme melalui aplikasi Bagian Kesejahteraan Rakyat. (Pencatatn 6. |Jaminan Jaminan lancarnya Permohonan Dana Hibah didukung
3. | Kompetensi 1. SLTA, 81 dan prosedur Surat Masuk) Pelayanan dengan koordinasi dengan OPD terkait tentang regulasi dan
Pelaksana 2. Menguasai pengoperasian Komputer Pengecekan surat permohonan dan Proses verifikasi Informasi (Diskominfo) serta berkoordinasi dengan Bagian
4. | Pengawasan Pengawasan dilakukan secara berjenjang dari Sub 2. permchonan dana hibah melalui aplikasi Bagian Administrasi Pembangunan dan Bagian-Bagian terkait
Internal Koordinator Kegiatan, Kepala Bagian, Asisten Pemerintahan Kesejahteraan Rakyat, Bagian Umum, Bagian Hukum, Bagian Organisasi. Bagian
dan Kesra, Staf Ahli, Sekretaris Daerah 3. Disposisi Pimpinan Layanan Barang Jasa, Bagian Prokopim
4. Koordinasi, Penjadwalan dan tindak lanjut 7. E?a]ulasi Laporan eva]ugsi kim?rja berkala secara Triwulan I, 11, IIl dan
5. | Jumlah 13 (tiga belas) orang 5. Pemberitahuan kepeda [pemobon sesual dengan Sured Kinerja IV yang disampaikan kepada Bagian Administrasi
Pelalsana - Keputusan Bupati tentan Pembcriar; Hibah Uang Yan Pelaksana Pembangunan dan Bagian-Bagian terkait : Bagian Umum,
6. | Jaminan Memberikan pelayanan yang mudah, tepat waktu, dan B P g g B g Bagian Hukum, Bagian Organisasi, Bagian Layanan Barang
ersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah s B i :
Pelayarian Mataparan. (APBD) pada Bagian Kesejahteraan Rakyat. . vasa can Bagian Prokopim —
=2 2 8. | Evaluasi Dilakukan secara berkala melalui monitoring pelaksanaan
7 | Jaminan = Tefanin kerahasann 6. Pelaksanaan fasilitasi bantuan dana hibah Kinerja kegiatan.
T)
Keamanan dan | - Terjamin keabsahan dokumen 3. | Jangka Waktu | 1 Tahun Pelaksana
Keselamatan Pglayanan i i
Pelayanan 4, | Biaya / Tarif Gratis :
8. | Evaluasi Dilakukan secara berkala melalui monitoring e Pengusulan Dana Hibah 11. Nama Unit Pelayanan : Bagian Kesejahteraan Rakyat
Kineela pelalcaanssmn loegiatan, . chlayananan oL . Jenis Pelayanan Pelayanan Fasilitasi Pencairan Dana Hibah
. enangar. clall [+]
Seleoann Pengaduan, | a. Telp. /Faks. (0512) 21003 / (0512) 21300 KOMPONEN URAIAN
) ) ) ) saran dan b. Web ULAS : (SERVICE DELIVERY)
9. ‘l‘::;n; ;J:;at Pelayanan : iaﬂanie:l;::];?:z? bom aesome masukan [ Kunj}mgan Langsung 2 1. | Persyaratan 1. Burat Keputusan Bupati tentang Pemberian Hibah Uang
yanan ya d. Email : KesrasetdatalalO@gmail.com Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
No. | KOMPONEN URAIAN Daerah (AFBD) pada Bagian Kesejahteraan Rakyat.
No.| KOMPONEN | URAIAN (MANUFACTURING) 2. Dokumen Pencairan Dana Hibah yang sesuai dengan
(SERVICE DELIVERY) 1. | Dasar Hukum | 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Peraturan.
1. | Persyaratan Surat Permohonan Fasilitasi Kerja Sama Daerah Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 2. | Sistem, 1. | Sosialisasi kepada Penerima Dana Hibah melalui Bagian
2. | Sistem, 1. | Pencatatan surat masuk 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor mekanisme Kesejahteraan Rakyat.
mekanisme 2. | Pengecekan surat 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan dan prosedur | 2. [ Pengumpulan dan Verifikasi Dokumen dari Penerima Dana
dan prosedur | 3. | Disposisi pimpinan Keuangan Daerah. Hibah yang akan melakukan pencairan dana hibah Melalui
4. | Koordinasi, Penjadwalan dan tindak lanjut 3. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 79 Tahun 2023 Aplikasi Bagian Kesejahteraan Rakyat.
5. | Pemberitahuan kepada pemohon Tentang Tatata Cara Pcnga._ngga:an. Pelaksanaan, Dan 3. | Pembuatan NPHD.
6. | Pelaksanaan fasilitasi Pengmqsahaan, Pertang_guz}g]awaban dan Pelaporg.n serta 4. | Pembuatan Telashan Stef Pencairan Dana Hibak.
3. |Jangka Waktu | 1. | Fasilitasi Administrasi dan Koordinasi (1 hari kerja) B L L 5. |Melakukan Pencairan Dana Hibah melalui Proses
Pelayanan 2. | Fasilitasi kerja sama (1 minggu / sesuai arahan (A;;"Il)ml{ rb ar: gggaf‘?‘a tn apatan Belanja Dae Keuangan secara LS.
pimpinan) S AT Tan k. 6. | Menerima SP2D Pencairan Dana Hibah dari BPKAD dan
3. | Penjadwalan dan tindak lanjut (1 minggu hari kerja s.d 1 menginformasikan kepada Penerima.
bulan hari kerja) 7. | Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap Penerima
4. | Biaya / Tarif Gratis Dana Hibah.
5. | Produk Fasilitasi Kerja sama daerah
Pelayanan




12. Nama Unit Pelayanan

Jenis Pelayanan

TANAH LAUT

Bagian Kesejahteraan Rakyat
Pelaksanaan MTQ Tingkat Provinsi

13. Nama Unit Pelayanan :

Jenis Pelayanan

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
Pelayanan Fasilitasi Pelayanan Keprotokolan
Pimpinan Daerah

14. Nama Unit Pelayanan :

Jenis Pelayanan

SERVICE DELIVERY
STANDAR PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
Pelayanan Penyediaan Cinderamata

15. Nama Unit Pelayanan :

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

No. | KOMPONEN | URAIAN
(SERVICE DELIVERY)
1. | Persyaratan 1. | Hasil Musda Penetapan Tuan Rumah MTQ Tahun
Berikutnya TK. Provinsi
2. | SK Panitia TC peserta MTQ Tingkat Provinsi beserta SK
TC Pelatih MTQ Tingkat Provinsi
3. | 8K kafilah MTQ Tingkat Provinsi
2. | Sistem, 1. | SK Kafilah Kabupaten
Mekanisme 2. | Untuk MTQ TK. Provinsi : Pendaftaran peserta MTQ di
dan Prosedur tingkat Provinsi secara online
3. | Persyaratan peserta lomba menunjukkan bukti peserta
juara, photo copy KTP dan Surat Mandat
4. | SK Kafilah di tingkat Provinsi
3. |Jangka Waktu | Untuk MTQ Tingkat Provinsi mengacu pada jadwal MTQ
Pelayanan yvang dilaksanakan di tingkat Provinsi
4, | Biaya dan Biaya dan tarif disusun pada Rencana Kegiatan Anggaran
Tarif (RKA) yang dituangkan dalam Sistem Informasi Pemerintah
Daerah (SIPD) pada tahun berjalan dan Untuk kelancaran
kegiatan perlu dilakukan revisi sebagaimana mestinya.
5. | Produk Laporan Kegiatan dan SK kafilah
Pelayanan
6. | Penangan 1. Bila terjadi kendala dilapangan akan dilakukan rapat
Pengaduan, koordinasi oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat selaku
Saran dan fasilitasi pelaksana yang telah dibentuk berdasarkan Surat
Masukan Keputusan Bupati.
2. Ruangan Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
No. | KOMPONEN | URAIAN
(MANUFACTURING)
1. | Dasar Hukum | 1. SK Gubernur tentang Pelaksanaan MTQ Tingkat Provinsi
2. SK Bupati tentang Kafilah MTQ Tingkat Provinsi
2. | Sarana, Koordinasi antar Intansi terkait Sarana, Prasarana dan
Prasarana Fasilitas yang ditetapkan dalam Rapat Koordinasi untuk
dan Fasilitas menentukan tugas dan tanggung jawab masing-masing
bidang dan seksi pada Kegiatan MTQ.
3. | Kompetensi Untuk Fasilitasi kegiatan MTQ menjadi tanggung jawab KPA
Pelaksana [ Kepala Bagian Kesra sedangkan untuk kegiatan dilapangan
berdasar tugas masing masing bidang yang telah ditunjuk
dalm SK Panitia Pelaksana.
4. | Pengawasan Pengawasan Langsung Oleh KPA/Kabag Kesra
Internal
5. | Jumlah 15 (Lima Belas) orang
Pelaksana
6. |Jaminan Jaminan lancarnya kegiatan MTQ didukung dengan
Pelayanan koordinasi dengan OPD terkait tentang regulasi dan
Informasi (Diskominfo) serta berkoordinasi dengan Bagian
Administrasi Pembangunan dan Bagian-Bagian terkait :
Bagian Umum, Bagian Hukum, Bagian Organisasi. Bagian
Layanan Barang Jasa, Bagian Prokopim
7. |Jaminan Menciptakan keamanan dan kelancaran fasilitasi kegiatan
Keamanan MTQ, Berkorordinasi dengan OPD terkait, Kepolisian, Satpol
dan Pelayanan | PP dan Dinas Perhubungan.
Keselamatan
8. | Evaluasi Dilakukan secara berkala melalui monitoring pelaksanaan
Kinerja kegiatan.
Pelaksana

No.| KOMPONEN | URAIAN Jenis Pelayanan Pelayanan Fasilitasi Audiensi Pimpinan Daerah
(SERVICE DELIVERY) No.| KOMPONEN | URAIAN No.| KOMPONEN URAIAN
1. | Persyaratan Surat Permohonan Fasilitasi Keprotokolan (SERVICE @HVERYI (SERVICE DELIVERY) |
Pelayanan 1. | Persyaratan Surat Permohonan Cinderamata 1. | Persyaratan Surat Permohonan Audiensi Pimpinan 4[
2. Sistem: 1. [ Pencatatan surat masuk Pelayanan Pelayanan
mekanisme 2. | Pengecekan surat 2. Sistemr 1. | Mengajukan surat permohonan 2. | Sistem, 1 Pencatatan surat masuk
dan prosedur | 3. | Disposisi pimpinan mekanisme 2. | Pencatatan surat masuk mekanisme 2. | Pengecekan surat
4. | Penjadwalan dan penugasan o dan prosedur | 3. | Pengecekan surat dan prosedur |3.| Disposisi pimpinan
5. | Pemberitahuan kepada pemohon 4. | Disposisi pimpinan 4. | Penjadwalan
6. | Pelaksanaan fasilitasi 5. | Pengecekan persediaan 5. | Pemberitahuan kepada pemohon
3. |Jangka Waktu | 2 hari kerja / sesuai arahan 6. | Pemberitahuan kepada pemohon 6. | Pelaksanaan Audiensi
Pelayanan 7. | Penyerahan cinderamata kepada pemohon 3. | Jangka Waktu |5 hari kerja / sesuai arahan pimpinan
4. | Biaya / Tarif Gratis / Tidak ada pungutan liar 3. | Jangka Waktu | 1 hari kerja Pelayanan
5. | Produk Fasilitasi Keprotokolan Pelayanan 4. | Biaya / Tarif Gratis / Tidak ada pungutan liar
Pelayanan 4. | Biaya / Tarif Gratis 5. | Produk Audiensi kepada pimpinan
6. | Penanganan Melalui : 5. | Produk Cinderamata Pelayanan
Pengaduan, a. | Telp./Faks. (0512) 21300 Pelayanan 6. | Penanganan Melalui :
saran, dan b. | Web. setda.tanahlautkab.go.id / E-Lapor 6. | Penanganan Melalui : Pengaduan, a. | Telp./Faks. (0512) 21300
masukan c. | Kunjungan langsung Pengaduan, 1. | Telp./Faks. (0512) 21300 saran, dan b. | Web. setda.tanahlautkab.go.id / E-Lapor
d. | Email: humprotala@gmail.com saran, dan 2. | Web. Setda.tanahlautkab.go.id / E-Lapor masukan c. | Kunjungan langsung
No.| KOMPONEN URAIAN e masukan 3. | Kunjungan Langsung d.| Email: hum;nmtala@gmumn
(MANUFACTURING) 4. | Email: humprotala@gmail.com No. | KOMPONEN
1 | Dasar Hukum | 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun | | No.| KOMPONEN URAIAN [MA.NUFAC‘TURI’.W!_ =
2009 tentang Pelayanan Publik. (MANUFACTURING) 1. | Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik [[‘!dDﬂeSla Nomor 25 Tahun
2. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 42 Tahun 2025 1. | Dasar Hukum | 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
tentang Tata Naskah Dinas. 2009 tentang Pelayanan Publik. 2. Peraturan Bupati Tam‘a_h Laut Nomor 42 Tahun 2025
3. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 35 Tahun 2025 2. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 42 Tahun 2025 tentang Tata Nasl:cah Dinas.
tentang Tugas Pokok, Fungsi, Dan Uraian Tugas tentang Tata Naskah Dinas. 3. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 35 Tt}hun 2025
Sekretariat Daera:h. 3. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 35 Tahun 2025 tsee];:fel:iﬁ:;ug::ragmwk' Fimgsl, Dan Ursian: Tuges
4. Peraturan Bupati Tanah Laut Nl:l]'ﬂl_)r 1_18 Tahun 20'.2_3 . tentang Tugas Pokok, Fungsi, Dan Uraian Tugas s
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Sekretariat Daerah. 4. fer?turalr{': dB"ilpaiL: agah LautONomr_)r l_lﬁuTahunm:zo:zsa
- cntan, eduan. usunan Urganisasi
Dan Tata Kerja Perangkat Daerah 4. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 118 Tahun 2023 Dei Tagta Kerja Perarngkat Daeralf e e
2 | Sarana, 1. | Komputer tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, 5 [ Harens 1. Komputer -
prasarana, 2 Alat Komunikasi Dan Tata Kcrja Perangkat Daerah ’ ]:lrasara)na
dﬂn;‘ratau ' Lo 18 Sa.'rﬂ.ﬂﬂ, i Ko,mputer d.ﬂ.n["atau ! 2 Alat Komunikasi
fasilitas 3. | ATK rasarana i
. P ’ 2. Printer fasilitas 3.| ATK
4. | Jaringan Komputer dan/atau 4. | Jari
z = o f aringan Komputer
s S. | Lemari Arsip fasilitas 3. ATK 5. | Lemari Arsip ]
3 gnlmf:etenm ; memaham1 Pcdoman_kl;c[i'lielenggfraan acara resmi ‘ 4. Lemari Arsip e _ _ : 3. | Kompetensi 1. Memahami Pedoman tata naskah dinas
elaksana L Ma.mpu mengaperam_ka Iom}p;u er - 3. | Kompetensi 1. Mampu berkomumkgm dan berkoordinasi dengan baik Pelaksana 2. Mampu mengoperasikan komputer
:' Mampu ﬁ‘e‘e?cgoﬁfas’ : dn alat g“,"l“'m‘ asl Pelaksana 2. Mampu mengoperasikan komputer 3. Mampu mengoperasikan alat komunikasi
. P, ampu c;-'l :;u kl:jm Eﬂgﬂib . e ~ 4. | Pengawasan Pengawasan dilakukan secara berjenjang dari Kassubag 4. Mampu berkoordinasi dengan baik |
_ e"BEIWlﬂSﬂ-ﬂ Kengawsll{ssin 1 Bseqara Pre ri':nj_ang Sar; Aﬁ?‘su ag internal Keprotokolan, Kepala Bagian Prokopim, Staf Ahli dan 4. |Pengawasan | Pengawasan dilakukan secara berjenjang dari Kassubag
interna eprotokolan, Kepala Bagian Prokopim, Sta i dan Kepegawaian, Asisten Administrasi Umum internal Keprotokolan, Kepala Bagian Prokopim, Staf Ahli dan
Kepegawaian, Asisten Administrasi Umum =l e Tt 1 (satu) Orang Kepegawaian, Asisten Administrasi Umum
S |Jumlah 5 (Lima) Orang pelaksana 5. [Jumlah 5 (Lima) Orang
pelaksana 5 - pelaksana
& | Jaminan I. Kods stk 6. |Jaminan 1. Kode etik - -
la 2. Makl \ pelayanan 2. Maklumat pelayanan . 6. [Jaminan 1. Kode etik
pe ya.na_n . _umat pelayanan . = < ] 1. Rekap data pelayanan pelayanan 2. Maklumat pelayvanan
7. | Jaminan 1. Tersimpannya pencatatan surat di aplikasi I dan |2. Kelengkapan pengajuan pelayanan 7. | Jaminan 1. Tersimpannya pencatatan surat di aplikasi
keamanan dan | 2. Tersimpannya pencatatan surat di agenda i f e e i Py keamanan dan | 2. Tersimpannya pencatatan surat di agenda
: : p keselamatan 3. Laporan pelaksanaan pelayanan : pamityz pel 8
kels:lanlatan 3. Ruang arsip sesuai standar kearsipan pelayanan keselamatan 3. Ruang arsip sesuai standar kearsipan
pelayanan UL : : : T pelayanan
- - - — Dilakukan secara berkala melalui monitorin
8. | Evaluasi Dilakukan secara berkala melalui monitoring pelaksanaan B E;alu_asz ]laku : ¥ 8. | Evaluasi Dilakukan secara berkala melalui monitoring pelaksanaan
o) : nerja pelaksanaan kegiatan. e :
Kinerja kegiatan. Pl et Kinerja kegiatan.
Pelaksana L Pelaksana




16. Nama Unit Pelayanan :
Jenis Pelayanan

TANAH LAUT

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
Pelayanan Pembuatan Sambutan Kegiatan

17. Nama Unit Pelayanan :

Jenis Pelayanan

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
Pelayanan Dokumentasi Kegiatan Pimpinan
Daerah

Jenis Pelayanan

18. Nama Unit Pelayanan :

SERVICE DELIVERY
STANDAR PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH

Bagian Penggadaan Barang Dan Jasa
Fasilitasi Registrasi dan Verifikasi Layanan
Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)

Pimpinan Daerah
No. | KOMPONEN URAIAN
(SERVICE DELIVERY)
1. | Persyaratan Surat Permochonan Sambutan
| Pelayanan
2. | Sistem, 1. [Pencatatan surat masuk
mekanisme dan | 2. [Pengecekan surat
prosedur 3. [Disposisi pimpinan
4. [Pembuatan sambutan
6. [Pemberitahuan kepada pemohon
3. | Jangka Waktu | 2 hari kerja / sesuai arahan
Pelayanan
4. | Biaya / Tarif Gratis / Tidak ada pungutan liar
5. | Produk Sambutan kegiatan pimpinan
Pelayanan
6. | Penanganan Melalui :
Pengaduan, a. [Telp./Faks. (0512) 21300
saran, dan b. Web. setda.tanahlautkab.go.id / E-Lapor
masukan c. [Kunjungan langsung
d. [Email: humprotala@gmail.com
No. KOMPONEN URAIAN
(MANUFACTURING)
1. | Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik.
2. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 42 Tahun 2025
tentang Tata Naskah Dinas.
3. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 35 Tahun 2025
tentang Tugas Pokok, Fungsi, Dan Uraian Tugas
Sekretariat Daerah.
4, Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 118 Tahun 2023
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,
Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah.
2. | Sarana, 1. Komputer
5;&:13?;;1?, 2. Alat Komunikasi
fasilitas 3. ATK
4. Jaringan Komputer
5. Lemari Arsip
3. | Kompetensi 1. Memahami Pedoman Tata naskah dinas
Pelaksana 2. Mampu mengoperasikan komputer
3. Mampu berkoordinasi dengan baik
4. | Pengawasan Pengawasan dilakukan secara berjenjang dari Kassubag
internal Keprotokolan, Kepala Bagian Prokopim, Staf Ahli dan
Kepegawaian, Asisten Administrasi Umum
5. | Jumlah 3 (tiga) Orang
pelaksana
6. | Jaminan 1. Kode etik
pelayanan 2. Maklumat pelayanan
7. | Jaminan 1. Tersimpannya pencatatan surat di aplikasi
keamanan dan 2. Tersimpannya pencatatan surat di agenda
keselamatan 3. Ruang arsip sesuai standar kearsipan
pelayanan
8. | Evaluasi Dilakukan secara berkala melalui monitoring
Kinerja pelaksanaan kegiatan.
Pelaksana

No. KOMPONEN | URAIAN -
(SERVICE DELIVERY) No. | KOMPONEN ] URAIAN |
1. | Persyaratan Surat Permohonan Dokumentasi (SERVICE DELIVERY)
Pelayanan 1. | Persyaratan 1. Melakukan registrasi online di website (bagi penyedia
2. | Sistem, 1. | Pencatatan surat masuk https://spse.inaproc.id /tanahlautkab
mekanisme dan | 2 Pengecekan surat 2. Melakukan permohonan melalui portal ukphj tanah laut
prosedur 3. | Disposisi pimpinan di website (bagi non penyedia)
4. | Penjadwalan dan penugasan f‘,l'.lnw."J-"L]kl}]}j[iaﬂjd |5_;=L;.l.i(':..-' permohonan
5 Pemberitahuan kepada pemohon 3. Tata cara registrasi mengacu Padﬁf
6. | Pelaksanaan fasilitasi panduan pengguna (user guide) aplikasi
3. | Jangka Waktu | 2 hari kerja : SPSE. :
. | Sistem, . Pemohon melengkapi persyaratan |
Pelayanan 2. |8 1. P h lengk: _
4. | Biaya / Tarif Gratis / Tidak ada pungutan liar mekanisme dan | 2. Pemohon membuat surat kuasa/permohonan untuk
5. | Produk Fasilitasi Dokumentasi prosedur verifikasi ) ) ‘
Pelayanan 3. Pemohpq mengecek informasi pada email masuk/spam|
6. | Penanganan Melalui : yang diajukan . .
pengagi:n, a. | Telp./Faks. (0512) 21300 4. Pemohoq memper31apkan Berkas permohonan yang dI.
saran, dan b. | Web. setda.tanahlautkab.go.id / E-Lapor upload d151§tem f
masukan ¢c. | Kunjungan langsung 3. |Waktu Pelayanan| 15 s/d 30 Menit l
d. | Email: humprotala@gmail.com [
No. | KOMPONEN URAIAN 4. | Biaya/Tarif Tidak dipungut biaya/Gratis. ’
(MANUFACTURING) - z T
1. [Dasar Hukum | 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun > Piiod:.r]:an ‘;‘;Sug penyedia yang terdaftar untuk login pada aplikasi
2009 tentang Pelayanan Publik. ! :
2. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 35 Tahun 20257¢ ™'pengelolaan Masyarakat yang belum faham atau mengetahui prosedurnya
g’szt‘mg, “Egas :“k"’k' Fungsi, Dan Uraian Tugas  pengaduan dibantu dan dipandu cleh Petugas Pelayanan, bisa berupa
[ ciTclanak Lasre. informasi, konsultasi dan konfirmasi baik secara langsung
3. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 1 18' Tghun 2023 datang ke Kantor maupun Telepon Kantor Bagian Pengadaan
Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Barang/Jasa Kabupaten Tanah Laut Melalui email
Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Ipsetala@gmail.com dan Telpon Seluler / Whatsapp (0851-6101-
2. |Sarana, 1. Komputer 0713 / 0823-5308-5273)
e 2. Alat Dokumentasi (MANUFACTURING)
dan/atau S
fasilitas 3. Jaringan Komputer NO. KOMPONEN URAIAN
S || EomipEten L. Mampumengopesasitan fomputes ; 1. Dasar Hukum 1. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Pelaksana 2, Mampu mengoperasikan alat dokumentasi
3. Mampu berkoordinasi dengan baik 2. Peraturan Menteri PAN & RB No. 30 Tahun 2014
4. Mampu bekerja secara individu maupun tim tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik.
4. | Pengawasan | Pengawasan dilakukan secara berjenjang dari Kassubag 3. Peraturan Menteri PAN & RB No. 5 Tahun 2019
internal ) Sk K_epala Bag Pl"okop1m, Staf Ahli dan Tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di
Kepegawaian, Asisten Administrasi Umum Lingkungan Kementerian, Lembaga, Dan Pemerintah |
S. [Jumlah 3 (tiga) Orang Daerah (tiap tahun ada pedomannya). |
pelaksana
6. | Jaminan 1. Kode etik 4. Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang
pelayanan Maklumat pelayanan Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
7. | Jaminan 1. Tersimpannya pencatatan surat di aplikasi ] Pemerintah melalui Penyedia
keamanan dan | 2. Tersimpannya pencatatan surat di agenda 2. [Saranadan 1. Komputer beserta program. .
keselamatan 3. Ruang arsip sesuai standar kearsipan Prasarana 2. Dokumen persyaratan dari Penyedia o
pelayanan dan/atau 3. Permochonan dan Formulir untuk Non Penyedia diportal
8. | Evaluasi Dilakukan secara berkala melalui monitoring pelaksanaan Fasilitas URF_'bJ t:_ala
Kinerja kegiatan. 4. Aplikasi SPSE (user ID)
5. Wifi
Pelaksana A

3.  [Kompetensi 1. Pendidikan SMA, Diploma/S1 (Teknik
Pelaksana Mesin/Manajemen,/Administrasi/ Pemerintahan /
Teknik Informatika / Manajemen Teknik Informatika,
Sistem Informasi, Ilmu komputer).
2. Mempunyai keahlian menulis.
3. Mempunyai keterampilan komputer.
4. Mengarsipkan berkas dengan mengacu pada SOP
pengarsipan berkas.
4. |Pengawasan Atasan Langsung
Internal
5. MJumlah 2 (dua) orang.
Pelaksana
6. \Jaminan Memberikan fasilitasi dan pendampingan dengan sepenuh
hati.
Pelayanan
7. Jaminan 1. Permohonan ID penyedia melalui aplikasi SPSE
Keamanan dan terverifikasi
Keselamatan 2. Memiliki ruang tunggu
Pelayanan 3. Ruangan Ber AC
4, APAR (Alat Pemadam Api Ringan)
5. Titik kumpul
8. [Evaluasi 1. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
Kinerja Pelaksana 2. Monitoring dan Evaluasi

19. Nama Unit Pelayanan :

Jenis Pelayanan

Bagian Penggadaan Barang Dan Jasa
Standar Pelayanan Konsultasi Inaproc

[Ne.] KOMPONEN | URAIAN
J (SERVICE DELIVERY)
Persyaratan 1. Pemohon memliki Kartu Tanda Pengenal
(KTP/SIM/dll)
2. Memiliki No telp. yang bisa di hubungi
3. Lembar / bahan vang vang akan di konsultasikan
Sistem, 1. Pengguna menyarnpaikan pertanyaan
mekanisme dan permasalahan Inaproc melalui LPSE Support
prosedur (Chat), telepon, email atau itau datang langsung

(walk in user).
2. Untuk pertanyaan yang disampaikan langsung (walk in
user):
Melapor pada front office dan mengisi buku tamu
elektronik.

- Bagian Helpdesk LPSE akan menjawab
pertanyaan atau permasalahan yang dihadapi
pengguna.

3. Untuk pertanyaan yang disampaikan lewat telepon
dan email:

- Helpdesk akan menerima telepon, email dari
pengguna.

- Helpdesk akan menjawab pertanyaan atau
permasalahan yang dihadapi pengguna




—— SERVICE DELIVERY
NDAR PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH

3. [Kompetensi 1. Pendidikan minimal Diploma (semua jurusan)
Nu.i KOMPONEN URAIAN [Pelaksana 2. Mempunyai keahlian menulis
7. | Jaminan 1. Memiliki ruang tunggu | ; (MANUFACTURING) 2- ;ﬂcerr&g;:ntygiiaﬁeteramptian computer No.| KOMPONEN | Unglmn
Keamanan dan 2. Ruangan Ber AC | P : : S x 1A (MANUFACTURIN
Keselamatan 8 APARg[Alat Pemadam Api Ringan) L e fo gggg‘tlcgnltjatdgﬂgfl a}:;f;zll}!,{ugllii?nesm Sataot:=b: Takim 4. [Pengawasan Atasan Langsung 1. | Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang
Pelayanan 4. Titik kumpul 2. Peraturan Menteri PAN & RB No. 30 Tahun 2014 tentang [iotemal bty oo PR 8
Pedoman Inovasi Pelayanan Publik. 5. Pumlah Gasal (3/5/7) orang, e d':;mg;ngawas:?ﬂ_ e e
8. | Evaluasi 1. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) f 3. Peraturan Menteri PAN & RB No. 5 Tahun 2019 Tentang Pelaksana Lingkungan Pemerintah Daerah;
. Kinerja 2. Monitoring dan Evaluasi \ Kompetisi‘ Inovasi Pelayanan Puhllilc di Lingkung_an 6. Jaminan Me]aksan.akan proses pemilihan dengan penung 3. Permendagri Nomor 50 T,a.hun 1999 tentang
] Pelaksana Kementerian, Lembaga, Dan Pemerintah Daerah (tiap Pelayanan 5 tanggungjawab, transparan dan akuntabel. Kepengurusan Badan Usaha Milik 7 Daerah.
tahun ada pedomannya). T — T T TR v P 2. | Sarana, 1. Komputer/laptop ;
20. Nama Unit Pelayanan : Bagian Penggadaan Barang Dan Jasa 4. Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pﬁ'd?maﬂ g d B B AR TL C AT prasarana, 2. Kursi / meja
Jenis Pelayanan : Standar Pelayanan Verifikasi Akun (Pa, Ppk, Pp, Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Keamanan dan 2. Memiliki ruang tunggu dan/atau 3. Printer
Bendahara) Inaproc | melalui Penyedia IKeselamatan 3. Memiliki tangga darurat- ) fasilitas 4. ATK
[No.| KOMPONEN | URAIAN | | 2. |Sarana dan 1. Ruangan Bidding Room Pelayanan 4. APAR (Alat Pemadam Api Ringan) 3. | Kompetensi 1. SLTA, S1
(SERVICE DELIVERY) ' Prasarana 2. Personal Computer 5. Titik kumpul Pelaksana 2. Menguasai pengoperasian komputer
1. | Persyaratan 1. NPWP Satuan Kerja (OPD) _ dan/atau Fasilitas | 3. AC : 8. [Evaluasi Dievaluasi secara berkala oleh atasan langsung 4. | Pengawasan 1. Penanggung Jawab Tupoksi Pembinaan BUMD & BLUD
| 2. Sertifikat PBJ Tingkat Dasar/Kompetensi 4. Meja Kursi Kinerja inteinal 2. Kepala Bagian Perekonomian Administrasi

3. Surat Tugas/ST B 5. In_tcrnct ‘ Pelaksana Pembangunan dan SDA

2. [Sistem, 1. Pemohon sebelumnya harus mendaftarkan akun di 6. Wifi 3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
mekanisme dan website https:/ /daftar-akun.inaproc.id, 3. [Kompetensi 1. Pendidik SMA ol g 4. Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut
prosedur 2. Setelah proses Registrasi dan Verifikasi Profil telah T < EETCUCIVER, »  Diploma/S1 ; (Teknik 5 |Junieh 3 (Tiga) Oran,

berhasil, maka langkah selanjutnya Pemohon akan MCSll:!fMana_]emt_‘:n!hdmlms.tras.ij Pemerintahan / pelaksana & &
diminta untuk melanjutkan proses Registrasi dan Teknik Informatika / Manajemen Teknik Informatika, 6. | Jaminan i ; :
Nertflast Alosas Sistem Informasi, [lmu komputer). 22. Nama Unit Pelayanan : Bagian Ekonomi " | petaysnian Data yang dibutuhkan valid dari sumber yang benar

3. Pemchon diminta untuk masuk ke Manajemen Akses, 2. Mempunyai keahlian menulis. Jenis Pelayanan : Pengawasan dan Pembinaan Badan Usaha Milik y -
klik tombol “Hubungkan atau Buat Akses”. 3. Mempunyai keterampilan komputer. Daerah 7. |Jaminan Dasar pemberian data telah sesuai dengan Undang-

4. Pemchon akan diminta untuk memilih Tipe Profil 4. Mengarsipkan berkas dengan mengacu pada SOP keamanan dan | Undang dan peraturan pelaksanaannya
sebagai “Non Penyedia” dan selanjutnya Pemohon akan pengarsipan berkas. No.| KOMPONEN | URAIAN keselamatan
diminta untuk memasukkan Role pada halaman 4. [Pengawasan Pengawasan Internal proses maupun produk pelayanan (SERVICE DELIVERY) pelayanan .
pendaftaran Akses Internal dipantau oleh Kepala Sub Bagian / sub koor / penanggung 1. | Persyaratan [1. Menyampaikan tujuan permintaan data; 8. | Evaluasi Dilakukan secara berkala melalui monitoring pelaksanaan

5. Setelah itu, Pemohon akan diminta untuk mengisikan jawab / sub koor / penanggung jawab dan Kepala Bagian Pelayanan 2. Data digunakan untuk keperluan dinas . l Pfﬁlilﬂi?a kegiatan.
formulir dan mengupload dokumen yang dibutuhkan - memperlancar / menunjang kegiatan b e
untuk melengkapi  detail informasi untuk ||| S- PJumlah Pelaksana 3 (tiga) orang. sertapr;eningkatkannkesjejalglte:ag.lai maﬁ;:raigfunm
menghu : I . s : ; - : 3

o Jikagsen?tllggiﬁg nir;sseisdan o i 6. ;eeu]r;lyu;ﬁnan E:Emcnkan fasilitasi dan pendampingan dengan sepenuh 2, S:a;:;m: % 1. St_.lrat permintaan data diterima di TU 23. Nama Unit Pelayanan : Bagian Organisasi
telah terisi, klik tombol “Ajukan Akses”. rr]l‘iseglsme an | 2. Dlagcn-::!a SquE_t Masuk g n Jenis Pela}'a.ﬂﬂ.ﬂ : Standar hhmﬂ Pembentukan Pemngkat Daerah

7. Setelah Pemohon mengklik tombol “Ajukan Akses”, 7. WJaminan 1. Memiliki ruang tunggu P o 3. Surat d}]an.]p o lembi;tu‘ d],SPDSlS' r atau Unit Pelaksana Teknis Daerah
pengajuan akses Verifikator Akses INAPROC akan Keamanan dan 2. Ruangan Ber AC 4. Surat dinaikkan ke pimpinan No.| KOMPONEN URAIAN
diverifikasi oleh Petugas/Admin di LPSE Keselamatan 3. APAR (Alat Pemadam Api Ringan) 5. Surat diberi disposisi pimpinan (SERVICE DELIVERY)

8. Jika proses Registrasi dan Verifikasi Akses telah | Pelayanan 4. Titik kumpul 6. Surat kembali ke TU dicatat disposisisnya 1. | Persyaratan 1.Surat usulan pembentukan/perubahan perangkat
berhasil, maka Pemohon akan mendapatkan email 7T — : 7. Surat yang sudah didisposisi di distribusikan ke daerah dari pimpinan daerah atau perangkat daerah
notifikasi yang menginformasiksn behwa akses | 8. [Evaluasi Kinerja| 1. Surv_e: Kepuasan Mas_ya_rakat (SKM) Subbag yang menangani untuk ditindaklanjuti / 1erll.:.mt,

Pemohon telah disetujui dan Pemohon akan diarahkan Pelaksana 2. Monitoring dan Evaluasi dicukupi sesuai disposisi pimpinan. 2. Kajian akademis mengenai kebutuhan pembentukan
ke halaman dashboard Manajemen 3. |Jangka Waktu | 1 hari kerja perangkat daerah atau Unit Pelaksana Teknis Daerah.
Akun Terpusat SPSE di Wi o - -y Pelayanan R ? ';elaaléin Staf Bupati.

3. |Waktu Pelayanan | Jangka waktu penyelesaian verivikasi dalam waktu 2 x 24 jarm |< : yanan : oSaglan Fenggadaan Barang Dan Jasa 4. |Biaya / Tarif i i i o Lo - -perangkat ~ Daerah  atau  pimpinan  daerah

setelah pemohon mengajukan akses ' Jenis Pelayanan : Fasilitasi Persiapan Pemilihan Penyedia 5. Projl:lul-{ ?r?ag Tlf]j‘:r:;i: pungﬁléa;;tl:ar mekanisme dan menyampaikan usulan pembentukan perangkat
No. KOMPONEN | URAIAN . peri ngen » prosedur daerah kepada Sekretaris Daerah Caq. Bagian

4. | Biaya,/Tarif Tidak dipungut biaya/ Gratis. (ERVICE DELIVERT) Felgency e S Organisasi Setda.

5. |Produk Pelayanan | Hak akses sistem ( user id dan password ) sebagai PP, PA, 1. Perayaraton L. Dibimes s i 3. Regulasi - regulasi sebagai dasar Pembinaan BUMD 2. S:E;a;iegrg::ll:ﬁm melakukan verifikasi kelengkapan

PPK atau Bendahara 2. Surat permintan proses pemilihan 4. Jumlah BUMD di Kabupaten Tanah Laut 3. Bagian Drganisa‘lsi melakukan kajian dan analisis

6. | Pengelolaan Masyarakat yang belum faham atau mengetahui| penyedia. g Eﬂnanganan Pengaduan yang masuk segera ditindaklanjuti ses kebutuhan  organisasi berdasarkan  peraturan
Pengaduan prosedurnya dibantu dan dipandu oleh Petugas Pelayanan, 3. Surat tugas Pokja Pemilihan. engaduan, dengan ketentuan yang berlaku dan mempertimbangk perundang-undangan dan kebutuhan daerah.

bisa berupa informasi, konsultasi dan konfirmasi baik secara 4. Delegasi paket melalu SPSE PR, Clan saran / masukan yang diterima. 4. Dilaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan

langsung datang ke Kantor maupun Telepon Kantor Bagian 5. Berita acara review Dokumen Persiapan masukan i perangkat daerah terkait.

Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Tanah Laut Melalui dan Pemaketan Pekerjaan. S. Ekspose usulan pembentukan perangkat daerah atau

email: Ipsetala@gmail.com dan Telpon Seluler / Whatsapp 6. Dokumen Pemilihan. Unit Pelaksana Teknis Daerah Bersama Biro

) (0851-6101-0713 / 0823-5308-5273) | Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi.
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4. | Pengawasan Dilakukan oleh Kepala Bagian Organisasi Sekretariat
Internal Daerah melalui monitoring dan evaluasi terhadap

pelaksanaan fasilitasi pembentukan perangkat daerah

5. | Jumlah Disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan
Pelaksana SN

6. | Jaminan Pelayanan dilaksanakan secara transparan, akuntabel,
Pelayanan profesional, dan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

7. | Jaminan Dokumen dan data yang disampaikan oleh perangkat
Keamanan dan daerah dijaga kerahasiaan dan keamanannya serta
Keselamatan digunakan hanya untuk kepentingan penyusunan
Pelayanan kebijakan organisasi perangkat daerah.

8. | Evaluasi Dilakukan secara berkala melalui monitoring
Kinerja pelaksanaan kegiatan.

Pelaksana
24, Nama Unit Pelayanan : Bagian Organisasi
Jenis Pelayanan Standar Pelayanan  Evaluasi Kelembagaan
Perangkat Daerah atau unit pelaksana teknis
daerah.
No.| KOMPONEN URAIAN
(SERVICE DELIVERY)

1. | Persyaratan 1. Surat permohonan atau usulan evaluasi kelembagaan
dari Perangkat Daerah atau penugasan dari pimpinan
daerah.

2. Dokumen struktur organisasi perangkat daerah yang
berlaku.

3. Data tugas dan fungsi perangkat daerah.

4. Data pelaksanaan urusan pemerintahan daerah.

5. Data sumber daya manusia pada perangkat daerah.

6. Data program, kegiatan, dan beban kerja perangkat
daerah.

7. Formulir evaluasi kelembagaan perangkat daerah atau
unit pelaksana teknis daerah.

8. Dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan
evaluasi kelembagaan.

2. | Sistem, 1. Perangkat Daerah atau pimpinan daerah menyampaikan
mekanisme dan usulan atau permintaan evaluasi kelembagaan kepada
prosedur Bagian Organisasi Setda.

. Bagian

.Bagian Organisasi melakukan verifikasi kelengkapan

dokumen dan data pendukung.

. Bagian Organisasi melakukan analisis awal terhadap

struktur organisasi, tugas dan fungsi perangkat daerah.

. Dilaksanakan pengumpulan data dan informasi terkait

pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.
Organisasi melakukan analisis evaluasi
kelembagaan, meliputi kesesuaian tugas dan fungsi,
efektivitas organisasi, serta kebutuhan penataan
organisasi.

Dilakukan koordinasi dan konsultasi dengan perangkat
daerah terkait.

- Penyusunan hasil evaluasi kelembagaan perangkat
daerah.
- Penyampaian rekomendasi penataan atau penguatan

kelembagaan perangkat daerah kepada pimpinan
daerah.
. Tindak lanjut hasil evaluasi kelembagaan sesuai dengan

kebijakan pimpinan daerah.

25. Nama Unit Pelayanan :
Jenis Pelayanan

SERVICE DELIVERY

Bagian Organisasi
Standar Pelayanan Penyusunan Analisis Jabatan
(Anjab) dan Analisis Beban Kerja

KOMPONEN

URAIAN

(SERVICE DELIVERY)

L

Persyaratan

AR o S

e

Surat permohonan atau usulan evaluasi kelembagaan
dari Perangkat Daerah atau penugasan dari pimpinan
daerah.

Dokumen struktur organisasi perangkat daerah yang
berlaku.

Data tugas dan fungsi perangkat daerah.

Data pelaksanaan urusan pemerintahan daerah.

Data sumber daya manusia pada perangkat daerah.
Data program, kegiatan, dan beban kerja perangkat
daerah.

Dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan
evaluasi kelembagaan.

Sistemn,
mekanisme dan
prosedur

9.

Perangkat Daerah atau pimpinan daerah
menyampaikan wusulan atau permintaan evaluasi
kelembagaan kepada Bagian Organisasi Setda.

Bagian Organisasi melakukan verifikasi kelengkapan
dokumen dan data pendukung.

Bagian Organisasi melakukan analisis awal terhadap
struktur organisasi, tugas dan fungsi perangkat
daerah.

Dilaksanakan pengumpulan data dan informasi terkait
pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.
Bagian Organisasi melakukan analisis evaluasi
kelembagaan, meliputi kesesuaian tugas dan fungsi,
efektivitas organisasi, serta kebutuhan penataan
organisasi.

Dilakukan koordinasi dan konsultasi, serta desk hasil
perhitungan beban kerja dengan perangkat daerah
terkait.

Penyusunan hasil evaluasi kelembagaan perangkat
daerah.

Penyampaian rekomendasi penataan atau penguatan

kelembagaan perangkat daerah kepada pimpinan |

daerah.
Tindak lanjut hasil evaluasi kelembagaan sesuai
dengan kebijakan pimpinan daerah.

Jangka waktu
pelayanan

Maksimal 60 hari kerja,
kompleksitas tugas dan kelengkapan data jabatan.

menyesuaikan dengan

Biaya/tarif

Gratis

Produk
pelayanan

1. Dokumen informasi jabatan.
2. Dokumen peta jabatan.

Penanganan
pengaduan,
saran dan
masukan

Pengaduan dapat disampaikan secara langsung,
whatsapp 0813-4688-7710, atau melalui email :

tanahlaut.organisasi@gmail.com

STANDAR PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH

No.| KOMPONEN | URAIAN
(MANUFACTURING)
1. | Dasar Hukum [1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang
Aparatur Sipil Negara.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah beserta perubahannya.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang 27. Nama Unit Pelayanan : Bagian Organisasi
, Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja. Jenis Pelayanan : Standar Pelayanan Penyusunan Standar Kompetensi
4. Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan Jabatan
dengan jenis dan nomenklatur jabatan. No.| KOMPONEN “URAIAN
2. | Sarana, 1. Ruang rapat atau ruang koordinasi. (SERVICE DELIVERY)
prasarana, 2. Kﬂmpuﬁerﬂapmp- 1. | Persyaratan 1.Surat permohonan penyusunan Standar Kompetensi
dan/atau 3. Aplikasi pengolah dokumen dan data. Jabatan dari Perangkat Daerah atau penugasan dari
fasilitas 4. Jaringan internet. pimpinan daerah.
5. Perangkat presentasi. g go:umen imlll'ﬂ‘ur.]o]r;gi;]is?:i d.sl;r]l Tata Kerja (SOTK)
6. Alat transportasi darat maupun udara. AT AN A SIS Cabaian lan e
T Dulmmcnpopedoman evaluaF;i kelemstl)agam perangkat 3 Boknmen Ahaliis Bchen B, (ADK)
5. Dokumen peta jabatan
| daerah. 6. Uraian tugas jabatan
3. | Kompetensi 1. Memahami regulasi terkait analisis jabatan dan analisis | | 2. | Sistem, 1. Perangkat Daerah mengajukan permochonan penyusunan
Pelaksana beban kerja. mekanisme dan SKJ atau penugasan pimpinan
2. Memahami metode analisis jabatan dan analisis beban prosedur 2. Verifikasi kelengkapan dokumen oleh Bagian Organisasi
kerja. 3 g:nrdinaSildar.lj p::_i;dwgl?n kcgi_a_ta;1 tp;::ny‘t.lr,r.maln SKJ
. . . . . an . ngumpulan da an nlormasi jabatan
3. Dmtamakgn ttltlah meng;}mu pelatihan dan _Ptlam_:hdlkan 5 Pelsﬁafam analinls kompct.eﬁ]si (kompetensi teknis,
ataupun bimbingan teknis penyusunan analisis jabatan manajerial, dan sosial kultural)
dan analisis beban kerja. 6. Penyusunan draft Standar Kompetensi Jabatan
4. Mampu melakukan koordinasi lintas perangkat daerah. 7. Pembahasan /validasi bersama Perangkat Daerah
4. | Pengawasan Dilakukan oleh Kepala Bagian Organisasi Sekretariat 1. Finalisasi dokumen SKJ
Internal Daerah melalui monitoring dan evaluasi penyusunan 2. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
analisis jabatan dan analisis beban kerja. 3 s:fomam SR
. _ - Penyampaian hasil kepada Perangkat Daerah
5. |Jumlah Disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan dan pemangku 3. | Jangka waktu Maksimal 60 hari kerja (tergantung jumlah jabatan dan
Pelaksana kepegawaian setiap perangkat daerah pelayanan kompleksitas). |
6. | Jaminan Pelayanan dilaksanakan secara transparan, akuntabel, 4. | Biaya/tarif Gratis
Pelayanan profesional, dan sesuai dengan ketentuan peraturan 5. | Produk 1. Dokumen Standar Kompetensi Jabatan (SKJ)
perundang-undangan. = pelayanan 2. Rekomendasi pe:}gemba:ngan kompetensi
7. | Jaminan Dokumen dan data yang disampaikan oleh perangkat ' gﬁﬂ;’&"{,gﬁn gggﬂggg-??'fgt sz,m nf;;ﬁ? :;C;-f RPN Mo
Keamanan dan daerah dljaga kerahasiaan dan keﬂmaﬂal'm:r'a serta saran dan ‘ 1,1[[51“|(l'\|l.U['L’éllﬂ:'ir'l.‘-‘-l\.'"I"'Iilil com .
Keselamatan digunakan hanya untuk kepentingan penyusunan analisis masukan - R R
Pelayanan jabatan dan analisis beban kerja. No.| KOMPONEN URAIAN
8. | Evaluasi Dilakukan secara berkala melalui monitoring pelaksanaan (MANUFACTURING)
Kinerja kegiatan. 1. | Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur
i Belalisans Sipil Negara.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
. ) ) . Manajemen PNS
26. Nan"l& Unit Pelayanan : Bagian Organisasi 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Jenis Pelayanan Standar Pelayanan Pelaksanaan Evaluasi Jabatan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar
Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara
No.| KOMPONEN | URAIAN 4. Kamus Kompetensi Teknis dari Instansi Pembina teknis
urusan pemerintahan.
(SERVICE DELIVERY) — 5. Kctcntug: teknis terkait manajemen talenta dan
1. | Persyaratan 1. Burat pelaksanaan evaluasi jabatan. kompetensi ASN
2. Dokumen Anjab (Analisis Jabatan) dan ABK (Analisis 2. | Sarana, 1. Ruang kerja/tim penyusun SKJ
Beban Kerja). prasarana, 2. Komputer/laptop dan perangkat pendukung
3. Struktur organisasi terbaru. dan/atau 3. Aplikasi pengolahan data jabatan/kompetensi
4, Data uraian tugas jabatan. fasilitas ; iormat!fpmulir SKJ
S 5. Dokumen pendukung lainnya yang relevan. _ e
2. | Sistem, 1. Perangkat Daerah mengajukan permohonan evaluasi 6. Alat transportasi darat maupun udara,
mekanisme dan jabatan.
prosedur 2. Verifikasi  kelengkapan dokumen oleh  Bagian
Organisasi.
3. Penjadwalan pelaksanaan evaluasi jabatan.
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3. | Kompetensi
Pelaksana

1. Memahami manajemen talenta ASN

2. Memahami konsep kompetensi (teknis, manajerial, sosial
kultural)

3. Diutamakan pernah mengikuti Pendidikan dan pelatihan
penyusunan standar kompetensi jabatan

4. | Pengawasan

Dilakukan oleh atasan langsung, Review oleh pimpinan

Internal perangkat daerah terkait, dan pendampingan oleh Badan

| Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
5. | Jumlah Minimal 3-5 orang dalam tim penyusun SKJ dan kolaborasi
Pelaksana dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia, dan pemangku kepegawaian setiap perangkat daerah

6. |Jaminan
Pelayanan

1. Pelayanan dilaksanakan sesuai SOP dan standar waktu

2.Hasil disusun secara objektif, sistematis, dan dapat
dipertanggungjawabkan

3. Mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan

7. | Jaminan
Keamanan dan
Keselamatan

1. Kerahasiaan data jabatan dan kompetensi dijaga
2. Dokumen disimpan secara aman (fisik dan digital)

Pelayanan

8. E\.mluasi Dilakukan secara berkala melalui monitoring pelaksanaan
Kinerja kegiatan.
Pelaksana

28. Nama Unit Pelayanan :

Jenis Pelayanan

Bagian Organisasi

Standar Pelayanan Konsultasi Pelayanan Publik dan Tata

Laksana Secara Tatap Muka / Datang Langsung

No.| KOMPONEN

[ URAIAN

(SERVICE DELIVERY)

1. | Persyaratan

Dokumen/permasalahan yvang akan dikonsultasikan terkait
pelayanan publik dan tata laksana.

2. | Sistem,
mekanisme dan
prosedur

Konsultasi dilaksanakan secara tatap muka/datang langsung:

1. Datang langsung ke Bagian Organisasi, diterima oleh staf
selanjutnya akan diarahkan kepada Kepala Bagian
Organisasi/penanggungjawab sub kegiatan Pelayanan
Publik dan Tata Laksana yang memberikan konsultasi
setelah menyampaikan maksud konsultasi.

2. Kepala Bagian Organisasi/penanggungjawab sub kegiatan
Pelaya.ngn Publik dan Tata Laksana menerima dan
memberikan saran, pendapat dan rekomendasi terhadap
permasalahan yang disampaikan oleh pengguna layanan.

3. | Jangka waktu

+ 30 menit - 1 jam

| | pelayanan

4. | Biaya/tarif Gratis

5. | Produk Saran, pendapat, dan rekomendasi atas permasalahan yang
pelayanan disampaikan

6. | Penanganan - Datang secara langsung
pengaduan, - Telepon/WA: 0853864 12600, 085348483961,
saran dan 085251205003, 085251381118
masukan | - email : tanahlaut.organisasi@gmail.com

Jenis Pelayanan

SERVICE DELIVERY

Bagian Organisasi

Standar Pelayanan Konsultasi Pelayanan Publik dan Tata

Laksana Melalui Telepon/WA

[No.| KOMPONEN URAIAN
[ (SERVICE DELIVERY)
| 1. | Persyaratan Dokumen/permasalahan yang akan dikonsultasikan terkait
l pelayanan publik dan tata laksana.
| 2. | Sistem, Konsultasi dilaksanakan melalui telepon/WA (chat):
| mekanisme dan | 1. Telepon/WA langsung ke contact person yang ingin dimintai
i prosedur konsultasi dan menyampaikan maksud konsultasi.
2. Penanggungjawab sub kegiatan Pelayanan Publik dan Tata
| Laksana menerima dan memberikan saran, pendapat dan
rekomendasi terhadap permasalahan yang disampaikan oleh
pengguna layanan.
3. Jika tidak dapat diselesaikan/belum menemukan titik temu
maka akan mendapatkan arahan dari Kepala Bagian
Organisasi. -
3. | Jangka waktu + 15 menit - 30 menit
pelayanan |
4. | Biaya/tarif Gratis
5. | Produk Saran, pendapat, dan rekomendasi atas permasalahan yang
pelayanan disampaikan
6. | Penanganan - Datang secara langsung
pengaduan, - Telepon/WA: 085386412600, 085348483961,
saran dan 085251205003, 085251381118
L masukan - email : tanahlaut.organisasi@gmail.com
No. KOMPONEN URAIAN
(MANUFACTURING)
1. | Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang

Ombudsman Republik Indonesia. |

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009.

4. Peraturan Menteri PANRB Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan.

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang |
Pedoman Standar Pelayanan.

6. Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit||
Penyelenggara Pelayanan Publik. l

7. Peraturan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2017 tcmang\
Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik.

8. Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan
Publik

9, Peraturan Menteri PANRB Nomeor 19 Tahun 2018 tentang

Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah.

.Peraturan Menteri PANRB tentang Pemantauan dan

Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

11. Peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan
organisasi dan tata laksana perangkat daerah.

12. Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan
organisasi dan pelayanan publik.

13. Peraturan Ombudsman Republik Indonesia tentang
Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

2. | Sarana, - Komputer/laptop dan printer
prasarana, - ATK
dan fatau - Buku register
fasilitas - Handphone
- AC/pendingin ruangan
| - Ruang kerja
3. | Kompetensi - Memiliki pengetahuan tentang pelayanan publik dan tata
Pelaksana laksana.
- Memahami cara melayani dan mempunyai sopan santun serta
integritas. ]
4. | Pengawasan Kepala Bagian Organisasi
Internal
5. | Jumlah 4 (empat) orang
Pelaksana
6. | Jaminan Terwujudnya kualitas pelayanan dan produk layanan yang
Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya
dengan perilaku yang santun, terampil, cepat, dan tepat.
7. | Jaminan Permasalahan-permasalahan  yang disampaikan dijamin
Keamanan dan keamanannya.
Keselamatan
Pelayanan
8. | Evaluasi Dilakukan secara berkala melalui monitoring pelaksanaan
Kinerja kegiatan.
Pelaksana

30. Nama Unit Pelayanan

Bagian Organisasi

STANDAR PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH

29. Nama Unit Pelayanan :

prasarana,
dan/atau fasilitas

No.| KOMPONEN [ 1 URAIAN
(MANUFA RING
1. | Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024
tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 65 Tahun 2024 tentang
Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara.
2. | Sarana, - Kemputer dan aplikasi data ASN

- Printer id card / mesin cetak kartu
- Buku register

- Kamera / Alat foto

- Blanko kartu dan perlengkapannya

3. | Kompetensi
Pelaksana

- Mampu mengoperasikan komputer dan aplikasi.
- Memahami administrasi kepegawaian.
- Teliti dan responsif dalam pelayanan.

| o=
4. | Pengawasan
Internal

- Dilakukan oleh atasan langsung
- Monitoring berkala terhadap proses dan hasil layanan.

5. |Jumlah

2 (dua) orang

| Keamanan dan
| Keselamatan
| Pelayanan

|
|,
=
|
|

| | Pelaksana ]
| 6. | Jaminan Terwujudnya kualitas pelayanan dan preduk layanan yang
| Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya
dengan perilaku yang santun, terampil, cepat, dan tepat.
| Jaminan - Data ASN dijaga kerahasiaannya.

- Penggunaan peralatan sesuai standar keamanan

| 8.
|

Dilakukan secara berkala melalui monitoring pelaksanaan
kegiatan,

Jenis Pelayanan Standar Pelayanan Pembuatan Tanda Pengenal ASN 31. Nama Unit Pelayanan : Bagian Hukum
,ﬂs_@war}_.___ : Pelay Fasilitasi Penyusunan Froduk Hukum Dacrah
No.| KOMPONEN
No.| KOMPONEN | URAIAN = l SERVICE DELIVERY)
SER 1 | Persyaratan [ Surat Permohonan Koreksi Rancangan Produk Hukum Daerah
' VICE Dmr} - Pelayanan | (Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan
1. | Persyaratan 1. Surat permohonan dari unit kerja , | Instruksi SKPD) LGN K
i 2 | Sistem, | 1. Pengajuan permohonan koreksi draft produk hukum daerah
2. Pas fOto lerba.rul {lata.r belakang sesual kcten tuan} | mekanisme | 2. Koreksi draft produk hukum daerah oleh JFU, JFT, dan
3. Formulir data diri ASN dan prosedur |  Kepala Bagian Hukum
Epee L Pemohon mengajukan berkas ke bagian peayanan e o o e e
mekanisme dan | 2. Petugas melakukan verifikasi berkas 5. Proses harmonisasi Raperda di Kanwil Hukum dan Pra
prosedur 3. Input data ke sistem | & E:silitasi BimRHukrtém;’rovinsihKalllirganwn _Sela_t.;n S
. nyesuaian Raperda dengan hasil harmonisasi dari wil
4. Proses pencetakan tanda pengenal Hukum dan hasil Pra Fasilitasi Biro Hukum Provinsi
S. Penyerahan tanda pengenal kepada pemohon | Kalin::tan ﬁlawﬂ T T T T Tir
T 3 : : - 7. R e untu
3. | Jangka waktu Maksimal 2 (dua) hari kerja sejak berkas dinyatakan lengkap | | di?:haq s‘:;‘:lgjnmplf;ng‘;nongx:lmf:;a;n Perundang-undangan
pelayana.n 8. P:l';gzn?uﬂt'alm draft rancangan;miik I:uku:jn dac]_ll'aﬁ \Ex;xtuk
- - . roses fasilitasi rancangan produ UKUM dacra. € DIro
4. | Biaya/tarif Gratis ] Hiukum Provinal melsjul abilloas! E-Perda (Perbup) |
i 9. Penyesuaian rancangan produk hukum daerah dengan hasil
5 Produl Tanda ngenal ASN ud C-a]'d] fasilitasi Biro Hukum Provinsi (Perbup)
pelayana_n 10. Pencetakan rancangan produk hukum daerah
6. | Penanganan - Datang secara langsung
pengaduan, saran | - Telepon/WA: 085386412600, 085348483961, 085251205003,
dan masukan

085251381118

| - email : tanahlaut.organisasi@gmail.com




TANAH LAUT

Jenis Pelayanan

SERVICE DELIVERY

35. Nama Unit Pelayanan :

Jenis Pelayanan

Bagian Hukum
Pelayanan Fasilitasi Bantuan Hukum Non Litigasi

STANDAR PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH

34. Nama Unit Pelayanan : Bagian Hukum
: Pelayanan Fasilitasi Bantuan Hukum Litigasi

7 | Jaminan - Dokumen dijamin Ikcabsshannya No.| KOMPONEN | URAIAN
e oy [ REE e AR SR (service delivery) No.| KOMPONEN | URAIAN
P el':: :f;i:an e s i 1 | Persyaratan Pengajuan Surat Permohonan Fasilitasi Bantuan Hukum dan (service delivery)
8 Eva]l:;asi R e Ee R RS ne e e kronologis permasalahan yang disampaikan secara tertulis serta 1 | Persyaratan Pengajuan Surat Permohonan Fasilitasi Bantuan Hukum dan |
K P e , | dokumen pendukung lainnya kronologis permasalahan yang disampaikan secara tertulis serta
Pel kq - g ' 2 | Sistem, 1. Melakukan pemeriksaan administratif dokumen pendukung lainnya
QLS mekanisme 2. Melakukan pengumpulan data dan bahan terkait 2 | Sistem, 1. | Melakukan pemeriksaan administratif
dan prosedur permasalahan — mekﬂegisme dan | 2. | Melakukan pengumpulan data dan bahan terkait 5 [ Sarans, 1. | Ruang Kepala Bagian Hulkum
; ; 3. Melakukan telaah dan analisis hukum prosedur permasalahan | prasarana, : .
. Pel : B Huku e S e : : - ; — ; (2. [Park
32 Biearllril: ;Je?;;asﬂfanan P-:leghl;e:"lmm Proik: Hakum den  Pengelolees 4. Koordinasi dengan para pihak, SKPD terkait dan instansi 3. | Melakukan telaah dan analisis hukum | ?:s?é:::u ; arkir
Pelayanan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) Vertikal (jika diperlukan) " - 4. | Koordinasi dengan pihak terkait baik internal maupun 3 [Eompetenst |1, 81 Mo Hakom
Kabupaten Tanah Laut. 5. Penunjukkan Pemberi Bantuan Hukum (jika yang diberikan eksternal (jika diperlukan) Pelaksana _12. Memiliki kemampuan dan pengetahuan ilmu hukum
No.| KOMPONEN | URAIAN bantuan hukum adalah masyarakat) 5. | Penjadwalan kegiatan fasilitasi 4 ?elnga“;ﬂsa“ i ;?“Sa‘};ﬂﬁﬂ :iéﬂ:l"}k(m e
(SERVICE DELIVERY) 6. Pelaksanaan pendarqpingan hukum . 6. Pelﬂksana{:\n keg;i:tltan !'a_lsili?.asi i : Pc:;?ggjn: Ja\:ab ;:g::mn Huk'umpa 5 * .
1 | Persyaratan Membuka akses Web https:/ /jdih.tanahlautkab.go.id/ 7. _Laporan dan evaluasi pelaksanaan pendampingan hukum 7. | Penyampaian hasil fasilitasi 5 [Jumlah | 2 (dua) Orang yang terdiri dari 1 Orang PNS dan 1 Orang PPPK
Pel 3 |Jangka Waktu |90 hari kerja /menyesuaikan proses hukum yang berjalan (tidak 3 [Jangka Waktu |90 hari kerja /menyesuaikan proses hukum yang berjalan (tidak | || pelaksana - , )
elayanan : - L 6 |Jaminan | Memberikan pelayanan yang mudah, tepat waktu. Efektif dan
2 | Sistem, 1. Tidak perlu menjadi admin di JDIH semua stakeholder bebas Pt_ziay BTIAR dapa't ditentukan) Pelayanan dapa_t ditentukan} __ | pelayanan | transparan, ———]
mekanisme dan mengakses Web kami. 4 | Biaya / Tarif Gratis = : 4 | Biaya / Tarif Gratis 7. | Jaminan | - Dokumen dijamin Ikeabsahannya
prosedur 2. Melakukan pencarian _pmduk hukum, informasi 5 | Produk Pelayanan Fasilitasi Bantuan Hukum Litigasi 5 | Produk Pelayanan Fasilitasi Bantuan Hukum Non Litigasi ! ﬁ:eugnm:“ laId:m ) -?:;ggf;ﬂ:?j:ﬁﬁugﬁ r':y;r:::
hukum dan konsultasi hukum Pelayanan i Pelayanan _ | T
3. Tersedia Produk Hukum Perbup, Perda dan Produk hukum 6 | Penanganan Melalui : 6 | Penanganan Melalui : "8. | Evaluasi | Dilakukan secara berkala melalui monitoring pelaksanaan
yang beketerkaitan dengan Kebijakan lingkup Pemerintah Pengaduan, a. | Telp./Faks. (0512) 21300 Pengaduan, a. | Telp./Faks. (0512) 21300 | | g(l:rll:l?a | kegiatan
Daerah Kabupaten Tanah Laut. saran, dan b. | Web. setda.tanahlautkab.go.id / E-Lapor . saran, dan b. | Web. setda.tanahlautkab.go.id / E-Lapor ' gara -
4. Memproses produk hukum penetapan Kepala Daerah masukan c. | Melakukan kunjungan secara langsung dan/atau melalui masukan c. | Melakukan kunjungan secara langsung dan/atau melalui
i j 36. Nama Unit Pelayanan : Bagian Hukum
1 5. Mengkoreksi draft pengajuan SK Penetapan Kepala Daerah WhatsApp ) _ WhatsApp _ N Pclayman!-’ : hiﬁl’mn RO T
| 6.  Mencetak hasil koreksi revisi draft pengajuan penetapan d. | Email: hukum.setdatala@gmail.com ! d. | hukum.setdatala@gmail.com [No.| KOMPONEN | = URAIAN
Kepala Daerah dari SKPD No.| KOMPONEN URAIAN | | No.| KOMPONEN URAIAN i (SERVICE DELIVERY)
7. Memproses dan meregistrasi hasil keabsahan produk hukum (MANUFACTURING) (MANUFACTURING) 1 | Persyaratan Surat Pennonhona:: ;(om:si Ranca.régan frog:uk Hul];urﬂ;LDa.erah
penetapan Kepala Daerah 1 | Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan 1 | Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Pelayanan E:;i;x:.g:‘ par::-‘ i ;:kuiag::; » upati) Beserta Dral
8. Menyampaikan pada pimpinan Kabag Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat Il Tapin dan Daerah Tingkat I Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan 7 [ Sistem, 1. Pengajuan permohonan koreksi draft produk hukum dacrah
9. Mengeluarkan Salinan Penetapan Kepala Daerah Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang- Daerah Tingkat 11 Tabalong (Lembaran Negara Republik mekanisme 2. Koreksi draft produk hukum daerah oleh JFU, JFT, dan
10. Publikasi Produk Hukum terkait Perda dan Perbup Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang- Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran dan prosedur | Kepala Bagian Hukum
: : | 3. Pengembalian draft koreksi kepada Pemohon (OPD)
Kabupaten Tanah Laut pada Web JDIH Tanah Laut. Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah 4 Pemohon menyerahkan draft baru . 1
3 |Jangka Waktu |5 hari kerja/menyesuaikan dengan agenda Pimpinan Kepala Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 5. Penginputan draft rancangan produk hukum dacrah untuk |
Pelayanan Daerah. 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat; Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Eﬁﬁ;ﬁﬁgﬁ:;irﬁﬁzru%aagggré.lézit;am daerah ke Biro
4 | Biaya [ Tarif Gratis / Tidak ada pungutan liar 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pemben'gukan Pembentukan paerah 'I‘iqgkat II di Kalimantan [Lemba.rar} & Penyesuaian rancangan produk hukum dacrah dengan hasi
5 | Produk Informasi dan Konsultasi tatap muka terkait produk Hukum l Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai fasilitasi Biro Hukum Provinsi
Pelayanan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 7. Pencetakan rancangan pr(;dx;khhitumddqg;;h —
i = F: i 8 Pe fi gan produk hukum daerah oleh Pimpinan |
6 | Penanganan Melalui : Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor l?d Tahu:'l 1959 Nlomor 72, Tanrlbahan Lembaran Negara Republik S Pe:ﬁ;z;i: ;{Zd'::?c e e
Pengaduan, a. Telp./Faks. (0512) 21300/ dan WA : 082190200799 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Indonesia Nomor 1820); 10. Pengundangan produk hukum daerah oleh Sekretaris
saran, dan b. _ Web. https:/ /jdih.tanahlautkab.go.id/ 4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Dacrah _ :
masukan c. Kunjungan langsung Hukum; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, 11. Pencatatan dan pcnomora:: ﬁrq;_iuk gukull'? daerihe —
d. Email: hukum setdatala@gmail.com 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 12. :ﬁgﬁ:ﬁ:@:r}g‘;ﬁm; um daerah yang
No.| KOMPONEN . URAIAN Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 4288); e ek |5 T aan Kepala Begia
(MANUFACTURING) dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pelayanan
intah Pengganti Undang-Undang Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 4 | Biaya [ Tarif | Gratis
1 | Dasar Hukum |1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Penetapan Peraturan Pemerintah - Jan; 1 et It et
Daerah Tingkat Il Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Indonesia Ta.h}.\n 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Pela;ana.n 6. Peraturan Bupati
Daerah Tingkat 1l Tabalong (Lembaran Negara Republik Undang; Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah | =g penanganan | Melalui : _ N
Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran N 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Pengaduan, [ a. | Telp /Faks. (0512) 21300 dan WA : 082190200799
SR i N, e o R e intah b i telah diubah dengan Undang- Perubah Ked A Undang-Undang Nomor 12 saran, dan b. | Web https:/ /jdih.tanahlautkab.go.id/
Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang- Pemerintahan sebagaimana te n eng g tentang Perubahan Kedua Atas g gp - e gikan c._[Kunjungan langsung
Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penctapan Peraturan Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- A R BT
Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia '_l‘a_hun 202’_2
Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang Nomor 6801);
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); B
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